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PUTUSAN
Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara Cerai Gugat pada
tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilegon 23 Juni 1993, umur 31 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di JI. Arjuna XXX (Rumah Ibu Hj. Muhayah) Kelurahan
Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut 07 Juni 1983, umur 41 tahun,
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
JI. Arjuna XXX Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota
Cilegon Provinsi Banten. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon di
bawah register Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Clg, tanggal 01 Agustus 2024 telah
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mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 05 Mei 2013 di hadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon,
Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah
Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/15/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
tinggal terakhir di rumah Orangtua Penggugat beralamat di JI. Arjuna No. 96
Kav Blok J RT 014 RW 004 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota
Cilegon Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
3.1. ANAK, Perempuan, Lahir di Cilegon, 20 Juni 2014, Usia 10 tahun,
Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
3.2.  ANAK, Perempuan, Lahir di Cilegon, 24 September 2019, Usia 4
tahun, Pendidikan TK, diasuh oleh Penggugat;
3.3. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 13 November 2021, Usia 2
tahun, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
4, Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar pada
bulan Februari 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:
4.1 Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain yang tidak
diketahui oleh Penggugat sehingga banyak orang lain yang datang
menagih hutang tersebut sampai mengancam untuk membunuh
Penggugat dan anak;

4.2  Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
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4.3 Tergugat melakukan pemalsuan data Penggugat untuk meminjam

uang kepada perusahaan dan orang lain serta memalsukan tandatangan

Penggugat pada kantor Notaris untuk menjual rumah;

4.4 Tergugat memiliki sifat keras kepala, seperti tidak pernah

mendengarkan Nasehat Penggugat;

4.5  Tergugat mengambil uang Penggugat melalui ATM;

4.6 Tergugat menjual kendaraan dan barang-barang lainnya milik

Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.7 Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan Anak

seperti tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Mei 2023;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas,
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan
sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi
sekitar pada akhir bulan Juni 2023. Sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah rumah, serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana
layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan
upaya kekeluargaan;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada
upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan
rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud
lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila
gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan
tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan
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mengingat bahwa anak tersebut tersebut masih sangat menginginkan dan
membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat — lbunya —
maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Cilegon cqg. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak
yang bernama: ATHIFA NUR FAHIMA, Perempuan, Lahir di Cilegon, 20
Juni 2014, Usia 10 tahun; ADZKIRA NUWAIRA FATHIMATUZZAHRA,
Perempuan, Lahir di Cilegon, 24 September 2019, Usia 4 tahun; dan
MUHAMMAD ZAYN ABDILLAH, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 13 November
2021, Usia 2 tahun; tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan
(hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan sebagai hukum 3 (tiga) orang anak yang bernama:

ANAK, Perempuan, Lahir di Cilegon, 20 Juni 2014, Usia 10 tahun; ANAK,
Perempuan, Lahir di Cilegon, 24 September 2019, Usia 4 tahun; dan
ANAK, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 13 November 2021, Usia 2 tahun, tetap
dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat (PENGGUGAT) sebagai
ibu kandungnya;
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsidair:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di
persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cilegon
yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi
dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat

kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672026306930001 atas
nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon,
Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,
diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/15/V/2013 Tanggal 06
Mei 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten,
telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1

dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah
dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi | :  Nurlaila Turrohnmawati binti H. Sam'un, umur 34 tahun, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mayar

Kavling Blok H Rt. 009 RW. 005 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Dikalcbori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah orang
tua Penggugat, Jl. Arjuna No. 96 Kav Blok J RT 014 RW 004
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, dan dari pernikahan
tersebut mereka dikarunia 3 anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Februari 2022 sudah tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat
dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena karena Tergugat menjual rumah tanpa
sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga memalsukan tanda
tangan Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah
sejak Juni 2023 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali
dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya
(ghaib);

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun
tidak menemukannya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
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Saksi Il : Siti Nurhasanah binti Sahad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kavling Blok J RT. 014 RW. 004
Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon,
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah orang
tua Penggugat, JI. Arjuna No. 96 Kav Blok J RT 014 RW 004
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, dan dari pernikahan
tersebut mereka dikarunia 3 anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Februari 2022 sudah tidak harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat
dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena karena Tergugat menjual rumah tanpa
sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga memalsukan tanda
tangan Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah
sejak Juni 2023 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali
dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya
(ghaib);

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun
tidak menemukannya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
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- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang

pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah KUA Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 133/15/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013 dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing
untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat
kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih
dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam
perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu
dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat
diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa
fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh
pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165
HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah
terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat
sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan
mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat
gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah
memenuhi syarat formal sebagaimana surat gugatannya, sehingga perkaranya
dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, selain bukti di atas, Penggugat memenuhi persyaratan
berupa surat keterangan ghoib No. 472.2/0004/KESOS yang merupakan bukti
mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib),
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sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya
dengan jelas (Ghoib);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan
sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua
orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan
penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-
fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di
muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai banyak hutang
kepada orang lain yang tidak diketahui Penggugat sehingga banyak orang yang
datang menagih hutang tersebut, dimana pertengkaran tersebut mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi
dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi
alamatnya/keberadaannya (ghaib) dan sudah ada usaha untuk merukunkan
dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak
sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling
berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian
tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan
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keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka
telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,
serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis
berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab
Fighus Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi:
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Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin
lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terkait hak
pengasuhan atas anak yang bernama ..., umur ... yang merupakan anak sah
dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat,
dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka
majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada
dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani,
rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah
dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak

mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa “baik ibu atau
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan
bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah
mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ... baru berusia ... sehingga
termasuk dalam kategori belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan

Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, anak yang bernama ... berada dalam asuhan dan
pemeliharaan Penggugat, dimana selama itu pula telah terjamin kebutuhan
kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Penggugat maupun
anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan
terhadap anak;
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I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna
kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya
merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang
memisahkannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat
cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena
itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan
dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam
asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak
pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya,
akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung
anak yang bernama ... untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih
sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak
kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat, olehnya itu Penggugat selaku
pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun
menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak yang
bernama ... dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara
yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
mengahadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
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- ATHIFA NUR FAHIMA, Perempuan, Lahir di Cilegon, 20 Juni 2014, Usia 10
tahun;
- ADZKIRA NUWAIRA FATHIMATUZZAHRA, Perempuan, Lahir di Cilegon, 24
September 2019, Usia 4 tahun; dan
- MUHAMMAD ZAYN ABDILLAH, Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 13 November 2021,
Usia 2 tahun;
berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu
kandungnya,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Jumadil AKhir 1446 . Hijriah oleh Shobirin, S.H.l., M.E.Sy
sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.l. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Umi Fathonah, S.H.I. Shobirin, S.H.l., M.E.Sy
Hakim Anggota,
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Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :  Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan ;' Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :  Rp 10.000,00
JUMLAH :  Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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